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PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Kwd
S\ Fre\ TR Iy
/WME&E o~
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
Penggugat, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Gorontalo Utara, bertempat tinggal di Dusun Utara,
Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten

Gorontalo Utara, sebagai Penggugat;------------------------

melawan
Tergugat, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Desa Titidu, Kecamatan

Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15
November 2018 vyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kwandang, Nomor : 22/Pdt.G/2018/PA.Kwd, telah mengajukan gugatan untuk

melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai

berikut:
1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2013 Penggugat dengan
Tergiugat melangsungkan pernikahan yang di catatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor------------- Urusan Kecamatan Kwandang, Kabupaten
Gorontalo Utara, (Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/1/2014 tahun 2014);--
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat
tinggaf di rumah orangtua Penggugat di Desa Titidu, Kecamatan
Kwandang,Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam pernikahan tersebut
Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan belum

di karuniai anak;

3.Bahwa sejak Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisinan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain;-----------
a.--------- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah
tangga seperti menampar dan memukul Penggugat hingga memar;---
b.Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir pada
Penggugat
meskipun ada akan tetapi tidak mengcukupi' kebutuhan Penggugat
sehingga biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat

sendiri;
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c.---Bahwa tergugat sering meminum minuman beralkohol, ketika

Penggugat meminta Tergugat untuk tidak melakukan hal itu

Tergugat justru balik marah pada Penggugat;
4.Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2015
dimana pada saat itu Tergugat turun dari rumah orang tua
Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Titidu,
Kecamatan Kwandang, Kabupaten GorontaloUtara. Sejak saat itu
antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sejak saat itu
pula sudah tidak ada nafkah lahir batin kepada Penggugat;-----------------
5.Bahwa oleh karena perbuatan dan tingkah laku Tergugat
tersebut,
6.Penggugat sudah tidak ridho bersuamikan Tergug:at dan

rernHih perceraian sebagai jalan terbaik untuk rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;---==---=-==-=-mmmmm oo oo

7.Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat Perkara ini;
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Limboto berkenan menerima, memeriksa dan

mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-------------

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2.Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);
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3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya; --

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa
alasan yang sah meskipun yang bersangkutan telah dipanggil oleh jurusita

Pengadilan Agama Kwandangsecara resmi dan patut untuk hadir di

persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun
2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim
telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah
tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;------------

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan

oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak

dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir

di muka sidang;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti berupa :
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A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor
012/12/1/2014 tanggal 29 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara,

bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai

dengan aslinya (Bukti P); -

B. Saksi

1.----m---- Saksi |, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer,
pendidikan S.1, tempat kediaman di Desa Posso Kecamatan Kwandang
Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai teman dekat
Penggugat, dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah
sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam

berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan

adalah sebagai berikut :

«00000Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan

Tergugat bernama Tergugat;
«+IBahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
isteri yang menikah sekitar tahun 2013 di Desa Titidu Kecamatan

Kwandang dengan status perawan dan jejaka, dan saksi hadir dalam

pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;--------------=-=-mcmmmmmuuuv
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«000Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah

rumah;

«»+000000ooonooooiBahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

«+000000000000Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak

bulan Januari 2014 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat

dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
«+000000000Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung
Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;-------------------------
«+000000ooooooiBahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan
bertengkar adalah karena Tergugat suka cemburu buta, sering

melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan suka

mabuk;
«000Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak
bulan Januari 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat

tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

«+0000000Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan
sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai

suami isteri;
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«+000000Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali
membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;--------
«»Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah

untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali

membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;
2. Saksi Il, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kesbangpol,
pendidikan S.1, tempat kediaman di Desa Titidu Kecamatan Kwandang
Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai kakak kandung
Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah
sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam
berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan

adalah sebagai berikut:

«+00000Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan

Tergugat bernama Tergugat;

«+0Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
isteri yang menikah sekitar tahun 2013 di Desa Titidu Kecamatan
Kwandang dengan status perawan dan jejaka, dan Saya hadir dalam

pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

«+000Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah

rumabh;

«+000000000000000Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
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«+000000000000Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak
awal tahun 2014 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan

Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-------------=--=--=-=------

«+000000000Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung
Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;------------==-==-=------
«+0000000000000Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan
bertengkar adalah karena Tergugat suka cemburu buta, sering
melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan suka

mabuk;

+«+000Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak
bulan Januari 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat

tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
«+(000000Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan
sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai
suami isteri;

«+000o0iBahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali
membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;--------
«+IBahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah
untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali

membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;-------------=-==-=-=---
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Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di
atas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak
dapat dimintakan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah datang

kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya

yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan

pendiriannya sekaligus mohon putusan; --
Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua

hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti diuraikan di atas; -

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum
Pengadilan Agama Kwandang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan
pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-
undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;----------------------

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai
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ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis
Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan
ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh
suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa
Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini
dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg
dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab
Fathul Mu’in Juz IV hal 272-2237 (dalam Maktabah Syamilah);----------------------
28 09 il imi ol Llois pulzall e sl il g wile Gls sladllg

wrax> gaed OIS Ol Glei all asgac

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada

di tempat...atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi
atau karena enggan, apabila penggugat mempunyai bukti yang kuat...”;-----------

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh

karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum

suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah
mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama

Penggugat dan Tergugat Nomor 012/12/1/2014 tanggal 29 Desember 2013 yang
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dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten
Gorontalo Utara, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan
bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985
Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan
Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga berdasarkan hal
tersebut Penggugat memiliki legal standing dalam pengajuan perkara a quo;----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah
Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya
dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering
melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar dan memukul
Penggugat hingga memar, Tergugat jarang memberi nafkah lahir pada
Penggugat, meskipun ada akan tetapi tidak mengcukupi kebutuhan
Penggugat sehingga biaya kehidupan sehari-hari  ditanggung oleh
Penggugat sendiri, Tergugat sering meminum minuman beralkohol, ketika
Penggugat meminta Tergugat untuk tidak melakukan hal itu Tergugat justru
balik marah pada Penggugat dan puncak perselisihan terjadi pada bulan

Januari 2015 dimana pada saat itu Tergugat turun dari rumah orang tua
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Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Titidu,
Kecamatan Kwandang, Kabupaten GorontaloUtara. Sejak saat itu antara
Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sejak saat itu pula sudah
tidak ada nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini
diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena
kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (lex special) serta dalam
rangka mengetahui sifat-sifat percekcokan dan pertengkaran, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang
terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap

dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat
di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian
memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171
dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada
akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan
saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan

orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi
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syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut
Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang

menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat disesuaikan

dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit)

sebagai berikut:

-------------------- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

————————— Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa tehadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah
menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta
untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah

tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan

sudah tidak utuh lagi;
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Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh
lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan

mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian
suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah
satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat
dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu
berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan
terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa
sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada
penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini
sejalan dengan qaidah ushul figh yang terdapat dalam Program Maktabah
Syamilah kitab al-asybah wa an-nazair Juz |, halaman 161 yang berbunyi:-------

_________ " dllaadl wls e 3l awlaaldl 255

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih
diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut,
Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam,

yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi
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pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab Figh Sunnah Juz
II,hal. 290 dalam Program Maktabah Syamilah sebagai berikut :

ulSg zg il ol <l ,iﬂ.a_?s,-Jl ainn uoléll sol lalges caini 5L 9
OF wuolall jaeg loglliol (o 6 sianll plgy axoe HL 1oy V Loo sls VI

—————————————————————————————— asb adlls lgalls logiu Mo VI
Artinya....... "Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan
bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya
perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang
pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya,
maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain’;

sehigga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan
Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan
syar’i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-------------------

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan
berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada
Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal
119 ayat (2) huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut
adalah talak bai’n sughra, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru,

oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak

satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal
84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis

Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan

kepada Pejabat yang terkait ;
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Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka
berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009,

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1.----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2, Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat); -

R Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);---------------
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kwandangpada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018
Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah. Oleh Warhan
Latief, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.HI dan
Rofik Samsul Hidayat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu
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oleh Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.l sebagai Panitera serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota | Ketua Majelis

Makbul Bakari, S.HI Warhan Latief, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Il

Rofik Samsul Hidayat, S.H Panitera

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.l.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.255.000,-
4. Biaya redaksi :Rp. 5.000,-
5. Meterai :Rp. 6.000.-
5. Jumlah Rp.346.000.- (tiga ratus empat puluh

enam ribu rupiah)
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